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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Indonesia sejak lama telah menyadari tentang arti pentingnya memiliki masyarakat yang cerdas sebagai modal pembangunan menuju masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Kesadaran itu sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan dalam batang tubuh UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 2010 – 2014 juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai-nilai yang meliputi lima hal. Pertama, norma agama dan norma kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial. Kedua, norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ke empat, nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Usaha mencapai cita-cita dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa di atas, maka dibutuhkan adanya instrumen berupa lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi memiliki peran utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena lembaga-lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Oleh karena itulah, dibutuhkan adanya sistem pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang. Sistem pendidikan yang berkualitas juga akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkarakter sehingga dapat menjadi modal dalam membangun bangsa Indonesia menuju kemajuan, kesejahteraan dan keadilan.

Menyinggung masalah kualitas sumber daya manusia (dalam http://www.undap.org/reports/global), Indonesia termasuk salah satu negara dengan kualitas sumber daya manusia yang masih memprihatinkan. Indikatornya dapat dilihat dari perkembangan peringkat indeks perkembangan manusia (Human Development Index= HDI) yang tidak mengalami perbaikan dan justru semakin terpuruk dari tahun ke tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tentangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal jauh. Pada 2012 Indonesia menempati ranking 121 dari 186 negara. Sebagai perbandingan pada 2012 Singapura menduduki urutan 18, Malaysia 64, Thailand 103, dan Filipina 114.
Tabel 1.1.

Peringkat Human Development Index (HDI) Beberapa Negara ASEAN
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Sumber: http://hdr.undp.org/en/reports/global 

Kualitas sumber daya manusia sebuah negara merupakan produk utama pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang rendah mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan. Potret rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia memang menjadi isu klasik dan telah diperbincangkan secara luas di masyarakat dan bahkan manca negara. Hal itu didukung oleh fakta yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau Education For All (EFA) Indonesia menurun, dari peringkat 65 tahun 2010 merosot ke peringkat 69 tahun 2011. Dalam laporan Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia (www.kompas.com, hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012). Itulah sebabnya peringkat daya saing Indonesia juga tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Berbagai pihak mencoba mendeskripsikan terkait dengan akar masalah pendidikan di Indonesia, mulai dari sistem pendidikan, anggaran, kualitas guru, kurikulum, hingga kebijakan pendidikan. Faktanya memang tidaklah mudah untuk menguraikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kualitas pendidikan. 
Tilaar (2004: 132)
mengidentifikasi empat permasalahan utama pendidikan di Indonesia, yaitu menyangkut kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar, dan multidimensional, sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya. 
Dengan demikian, persoalan pendidikan bersifat kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan solusi yang terencana, terintegrasi dan simultan dalam penanganannya. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti kultur sosial masyarakat.

Salah satu respon yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah, yaitu dengan membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dituangkan dalam undang-undang No.20 th. 2003 yang dikenal dengan undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Upaya pemerintah dalam meningkatkan  kualitas atau mutu pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah adalah dengan menyelenggarakan Ujian Nasional. Pelaksanaan Ujian Nasional didasarkan pada UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas Pasal 58 ayat 2: 
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 
Sedangkan rumusan kebijakan Ujian Nasional dituangkan dalam peraturan pemerintah No.19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan disebutkan di dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 63 ayat (1) dijelaskan :

(1) 
bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

Pasal 66 menyebutkan:
(1)
Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.

(2) 
Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) 
Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 68 menegaskan :
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a. 
pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

b. 
dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

c. 
penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

d. 
pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan-kebijakan di atas mengindikasikan bahwa Ujian Nasional merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Ujian Nasional antara lain digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan  kelulusan siswa dan sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, juga sebagai indikator untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan secara umum terutama dilihat berdasakan kemampuan kognitif siswa.

Persoalannya apakah kebijakan Ujian Nasional tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kenyataannya implementasi Ujian Nasional oleh masyarakat dianggap belum mencapai tujuan. 

Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesian Coruption Wacth (ICW), Kelompok Kajian Studi Kultural, Federasi Guru Independen Indonesia, Institute for Education Reform dan National Education Watch. Ujian Nasional dinilai oleh Koalisasi Pendidikan tidak selaras dengan asas pedagogis, yuridis, sosial dan psikologis, serta ekonomi.  
Berdasarkan aspek pedagogis, Ujian Nasional tidak dianggap tidak menghargai komponen kemampuan lain dalam prses pendidikan. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Dalam Ujian Nasional yang dinilai hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan kedua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan. Hal ini juga dikemukakan tokoh pendidikan KH M. Idris Jauhari dari Pondok Pesantren Gontor juga menganggap suatu kenaifan pemerintah apabila kelulusan seorang siswa dari lembaga pendidikan hanya didasarkan pada beberapa mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Hal itu disebabkan tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya diukur dari mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional, tetapi hendaknya mencakup moralitas, mentalitas, intelektualitas dan ketrampilan.(Media Indonesia, Kamis, 3 Februari 2005).

Menurut aspek yuridis, Koalisi Pendidikan menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional cacat hukum, karena melanggar UU Sisdiknas yakni melanggar pasal 35 ayat (1), pasal 36 ayat (2), pasal 39 ayat (2), pasal 58 ayat (1), pasal 59 ayat (1) dan pasal 61 ayat (2). Misalnya pada pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ujian Nasional hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.
Berdasarkan aspek sosial dan psikologis, dikatakan bahwa dalam mekanisme Ujian Nasional yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005. Ini menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan diujikankan di sekolah dan di rumah. Orang tua yang cemas akan mengirim anaknya ke lembaga bimbingan belajar, sehingga peluang lulus ujian hanya bagi siswa yang mampu membayar biaya bimbingan belajar. 
Aspek ekonomi (Media Indonesia, 3 Februari 2005), pelaksanaan Ujian Nasional memboroskan biaya. Tahun 2004, dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp 260 miliar, belum ditambah dana dari APBD dan masyarakat. Mulai 2005 memang disebutkan pendanaan Ujian Nasional berasal dari pemerintah, tapi kurang jelas sumbernya, sehingga sangat memungkinkan masyarakat kembali akan dibebani biaya. Selain itu, belum dibuat sistem yang jelas untuk menangkal penyimpangan finansial dana Ujian Nasional. Sistem pengelolaan selama ini masih sangat tertutup dan kurang jelas pertanggungjawabannya. 
Persoalan lainnya seperti disinyalir oleh ICW (www.antikorupsi.org) yang rawannya kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional. Sejak membuka Posko Pengaduan Kecurangan Ujian Nasional pada April 2012, ICW bersama Koalisi Pendidikan telah menerima banyak laporan masyarakat. Kecurangan terjadi secara sistematis dan terstruktur. ICW menerima bocoran kunci jawaban Ujian Nasional untuk mata pelajaran Matematika dengan kode soal A69, B71, C86, D 45 dan E57. Setelah dicocokkan pada keesokan harinya usai pelaksanaan ujian, ternyata ditemukan kecocokan hingga lebih dari 60 persen. Verifikasi kunci jawaban dilakukan oleh ICW bersama sejumlah guru Matematika. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan bahwa pola kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat SMP berbeda dengan SMA. Jika siswa SMA dapat mengkoordinasikan diri untuk mengakses kunci jawaban dari sindikat mafia Ujian Nasional, maka pola yang terjadi di SMP justru sebaliknya, yaitu kecurangan dilakukan secara sistematis dan dipimpin langsung oleh pihak sekolah.  
Berbagai persoalan menyangkut Ujian Nasional akhirnya mendorong masyarakat yang merasa menjadi korban pelaksanaan Ujian Nasional menggungat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melakukan uji materi di Mahkamah Agung. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.377/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007 serta Putusan Kasasi MA Nomor 2596 K/PDT/2008, meskipun Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menolak pelaksanakan Ujian Nasional, namun memerintahkan kepada tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut. Keputusan tesebut sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah dinilai belum siap untuk melaksanakan Ujian Nasional karena masih memiliki banyak masalah seperti dalam hal sarana dan prarana pendidikan dan kualitas guru.

Kedua, satu tujuan penting yang diharapkan pemerintah dengan diterapkannya Ujian Nasional yaitu membina dan membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Satuan Pendidikan di antaranya adalah Sekolah Menengah Kerjuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Agar para lulusan dapat diterima oleh dunia usaha dan industri maka siswa harus memiliki ketrampilan yang cukup yang sesuai dengan kebutuhan. Ketrampilan lulusan pada tingkat sekolah menengah kejuruan umumnya masih jauh dari harapan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya pengangguran sehingga potensial menimbulkan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. 

Sejauh ini, meskipun ada kecenderungan membaik, namun secara kualitas pendidikan SMK belum memuaskan. Salah satu indikasinya yaitu masih cukup banyaknya pengangguran terbuka lulusan SMK sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.2 berikut ini. 
Tabel 1.2.

Penganguran Terbuka Nasional Per Agustus Berdasarkan Tingkat  Pendidikan
	No.
	Pendidikan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Tidak/belum pernah sekolah
	103.206
	90.471
	157.586
	190.370
	82.411

	2
	Belum/tidak tamat SD
	443.832
	547.430
	600.221
	686.895
	503.379

	3
	SD
	2.099.968
	1.531.671
	1.402.858
	1.120.090
	1.449.508

	4
	SLTP
	1.973.986
	1.770.823
	1.661.449
	1.890.755
	1.701.294

	5
	SLTA Umum
	2.403.394
	2.472.245
	2.149.123
	2.042.629
	1.832.109

	6
	SLTA Kejuruan
	1.409.128
	1.407.226
	1.195.192
	1.032.317
	1.041.265

	7
	Diploma I.II.III/Akademi
	362.683
	441.100
	443.222
	244.687
	196.780

	8
	Universitas
	598.318
	701.651
	710.128
	492.343
	438.210

	Total
	9.394.515
	8.962.617
	8.319.779
	7.700.086
	7.244.956


Sumber: BPS, 2013

Pada posisi Agustus 2012 pengangguran lulusan SMK sebanyak 1.041.265 orang atau menyumbang 14,4% pengangguran nasional. Jumlah pengangguran SMK tersebut jika dibandikan dengan angkatan pada periode yang sama sebesar 9,9%. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan jumlah angkatan kerja lulusan SMK pada Agustus 2012 sebanyak 10.54.000 orang. Terjadinya pengangguran salah satunya diakibatkan lulusan SMK yang tidak terampil sehingga tidak memenuhi harapan pasar tenaga kerja. Selain diharapkan dapat bekerja secara langsung di perusahaan-perusahaan, lulusan SMK juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oleh karena itu, jika output SMK benar-benar memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan, maka tidak akan menimbulkan banyak pengangguran. 

Penelitian ini mengambil objek pada SMK di Jakarta Timur. Kondisi SMK di Jakarta pada umumnya tidak berbeda jauh dengan kondisi secara nasional jika dilihat berdasarkan tingkat pengangguran sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.3.

Penganguran Terbuka Per Agustus di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Pendidikan
	2011
	2012

	1
	SLTP ke bawah
	176.929
	167.431

	5
	SLTA Umum
	135.248
	133.441

	6
	SLTA Kejuruan
	106.530
	83.441

	7
	Diploma dan Universitas 
	75.728
	93.031

	Total
	494.435
	477.345


    Sumber: BPS DKI Jakarta, 2013

Jumlah pengangguran lulusan SMK di Jakarta per Agustus 2012 sebanyak 83.441 atau 17,5% dari pengangguran total di Jakarta. Kondisi ini menjadi indikasi masih kurangnya mutu pendidikan SMK di Jakarta yang menjadi parameter pengelolaan pendidikan secara nasional. SMK dengan demikian belum memiliki standar kualitas sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Apabila dikaitkan dengan kebijakan Ujian Nasional, maka Ujian Nasional yang selama ini dilakukan juga belum mampu mewujudkan sasarannya, yaitu membina dan membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Ke-tiga, pendapat ahli pendidikan terhadap Ujian Nasional, H. Soedijarto guru besar ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Sumber: http://www.kompas.com, Minggu, 1 Agustus 2010) menyebutkan bahwa di negeri maju seperti Amerika dan Jerman tidak mengenal Ujian Nasional, selanjutnya dia mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan adalah membantu setiap peserta didik agar dapat berkembang secara optimal melalui : 
1). Menyediakan guru yang professional yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik,
2). Menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas olah raga dan  ruang bermain yang memadai dan ruang kerja guru, 
3). Menyediakan media pembelajaran yang lengkap, yang memungkinkan peserta didik dapat secara terus menerus belajar melalui membaca buku wajib, buku rujukan, dan buku bacaan (termasuk novel) serta kelengkapan laboratorium dan perpustakaan, 
4). Evaluasi yang terus menerus, komprehensif dan obyektif.

Soedijarto juga berpendapat bahwa ujian nasional tidak bisa menjadi penentu peningkatan mutu pendidikan, banyak elemen dari sistem  persekolahan yang perlu ditata sebagai minimum quality assurance bagi meningkatnya mutu pendidikan. Selanjutnya ia menyarankan ujian nasional dipergunakan untuk :1) memperoleh peta mutu hasil belajar pada tiga mata pelajaran yang diujikan sebagai dan untuk melakukan serangkaian perbaikan dan pembaharuan dan 2) menentukan para lulusan SMA yang dapat melanjutkan pendidikan ke universitas dan 3) menentukan lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke SMA.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan disertasi ini peneliti akan melakukan kajian yang berjudul: Implementasi Kebijakan Ujian Nasional dalam Mewujudkan Standarisasi Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di Kota Administrasi Jakarta Timur.
1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mengenai kebijakan Ujian Nasional yang dimaksudkan untuk mewujudkan standarisasi kualitas pendidikan di sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan pariwisata di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dari berbagai dimensi dengan menggunakan faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yang didasarkan pada konsep pengelolaan dan konsep mutu SMK untuk mengetahui penyebab belum efektif mewujudkan standar kualitas pendidikan SMK khususnya SMK Pariwisata sehingga dapat memberikan masukan agar Ujian Nasional SMK Pariwisata dapat mencapai tujuan yaitu mewujudkan standar mutu seperti yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. 

Subfokus penelitian ini adalah mengenai tujuan kebijakan ujian nasional yang diterapkan bagi SMK. Eksistensi SMK sangat berbeda dengan eksistensi SMA, tetapi kebijakan ujian nasional yang diterapkan adalah sama, hal ini menjadi faktor utama penyebab bahwa implementasi kebijakan ujian nasional SMK tidak efektif. Penelitian juga dilakukan terhadap dimensi sikap para pelaksana ujian nasional, dimensi sumber daya yang menjadi obyek atau sasaran kebijakan ujian nasional serta dampak sosial, ekonomi dan pedagogis yang muncul akibat dari kebijakan ujian nasional. 
1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi Kebijakan Ujian Nasional SMK belum efektif ?

2. Strategi apa yang diambil agar implementasi kebijakan  Ujian Nasional SMK dapat efektif ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yang meliputi:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Ujian Nasional belum efektif mewujudkan standar mutu SMK.
2. Untuk menentukan langkah-langkah strategis agar implementasi kebijakan Ujian Nasional SMK menjadi efektif.
1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
1.5.1. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini kebijakan bidang pendidikan yang menjadi obyek kajian adalah mengenai implementasi kebijakan ujian nasional SMK. Kebijakan ujian nasional sesuai dengan UU No.20 th. 2013 berlaku bagi SMA dan SMK, kita semua mengetahui bahwa ada perbedaan prinsip antara lembaga pendidikan SMA dan lembaga pendidikan SMK.

Perbedaan itu terletak pada konsep pendidikan SMK yang berorientasi pada penyiapan tenaga terampil tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di industri dan perusahaan sedangkan konsep pendidikan SMA berorientasi pada penyiapan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Harapan penulis adalah teori atau konsep SMK yang selama ini belum mendapat perhatian sehingga belum dipahami oleh banyak orang, melalui penulisan ini dapat menjadi lebih mendapat perhatian, sehingga pengambil kebijakan di bidang pendidikan lebih memahami kearifan yang dimiliki oleh pendidikan SMK. 

1.5.2.  Manfaat Praktis 


Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan (decission maker) pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan, terutama menyangkut Ujian Nasional.
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